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Abstrak
Permohonan PKPU kedua kali atau berulang sering kali dipandang sebelah mata padahal PKPU kedua kali dapat
saja terjadi selama memenuhi ketentuan undang-undang. Menurut sebagian orang jika rencana perdamaian yang
telah dihomolagasi telah tercapai maka tidak dapat diajukan kembali untuk PKPU dengan utang yang berbeda.
Permasalah yang ada adalah mengenai tinjauan hukum terhadap adanya utang baru yang dimiliki debitor yang
timbul setelah dilakukan homologasi oleh pengadilan niaga pada penundaan kewajiban pembayaran utang. Metode
penelitian adalah penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Simpulan
penelitian ini adalah ketika ada keadaan yang memberikan satu kondisi debitor bisa diajukan PKPU kembali
berdasarkan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dilakukan mengingat debitor tersebut sudah dalam
keadaan normal kembali (tidak lagi berstatus dalam PKPU atau Pailit) sepanjang utang telah telah jatuh tempo dan
akhirnya memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan, maka utang tersebut tidaklah terikat dalam perjanjian
perdamaian, melainkan suatu utang baru yang harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut Proposal perdamaian yang
telah dihomologasikan tidak dapat mengakibatkan tidak diakuinya utang baru yang lahir setelah pengesahan
perjanjian perdamaian dan utang baru tersebut Saran yang diberikan adalah Pengadilan dalam melihat atau
menetapkan kondisi PKPU dan homologasi bagi debitor diharapkan tidak hanya melihat dari satu sisi saja karena
setelah dilakukan homologasi masih terbuka kemungkinan terdapat munculnya utang baru debitor yang dapat
mempengaruhi PKPU tersebut. Pemahaan utang baru dan utang harta debitor harus lebih diperjelas Batasan dan
pengaturannya demi kepastian hukum bagi kreditor sebagai pemilik piutang dalam proses PKPU.
Kata kunci: Homologasi, Pailit. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Perdamaian

Abstract

The second or repeated PKPU application is often underestimated even though the second PKPU can occur as long as it fulfills the
provisions of the law. According to some people, if the homologated peace plan has been achieved, it cannot be resubmitted to PKPU
with a different debt. The problem that exists is regarding the legal review of the existence of new debts owned by debtors that arise after
homologation is carried out by the commercial court on the suspension of debt payment obligations. The research method is a normative
juridical research, the typology of the research uses analytical descriptive. The conclusion of this research is that when there is a situation
that gives a condition that the debtor can be submitted for PKPU again based on the provisions of the law, then this can be done
considering that the debtor is back in normal condition (no longer in PKPU or Bankrupt status) as long as the debt has matured. and
finally fulfills the provisions of Article 222 of the Bankruptcy Law, then the debt is not bound in the peace agreement, but a new debt
that must be paid. Based on this, the reconciliation proposal that has been homologated cannot result in the non-recognition of new debts
born after the ratification of the peace agreement and the new debt. The suggestion given is that the Court in viewing or determining the
conditions of PKPU and homologation for debtors is expected not only to see from one side because after If homologation is carried out,
it is still open to the possibility of the emergence of new debtor debts that can affect the PKPU. The understanding of new debts and
debtors' assets must be further clarified. The boundaries and arrangements for the sake of legal certainty for creditors as owners of
receivables in the PKPU process.
Keywords: Homologation, Bankruptcy. Suspension of Debt Payment Obligations, Peace Agreement

I. PENDAHULUAN
Seluruh penjuru dunia sedang menghadapi wabah virus yang mengancam umat manusia
tanpa terkecuali dan tidak pula mengenal siapa yang memiliki harta banyak atau sedikit. Siapa
saja dapat terancam oleh keberadaan virus tersebut. Virus tersebut dinamakan Covid-19 atau
juga disebut sebagai virus corona. Tepat di akhir tahun 2019 penduduk dunia dihebohkan
dengan kehadiran Covid-19 tersebut, bagaimana tidak menjadi perhatian warga bumi jika
kehidupan di bumi ini terasa sangat jauh berbeda saat pandemi Covid-19 ini mendunia.
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Kehadiran Covid-19 di dunia berimbas kepada kehidupan manusia di bumi dan efek tersebut
tidak hanya dirasakan dari segi bidang kesehatan, akan tetapi benar-benar di segala bidang aspek.
Aspek ekonomi salah satu yang tidak terlewat dari imbas Covid-19 ini dapat dibayangkan
bagaimana Covid-19 sangatlah mempengaruhi sektor perekonomian di dunia. Awal tahun 2020
mulai terlihat jelas dampak dari virus corona bagi ekonomi global. Salah satu upaya yang di ambil
beberapa negara ialah melakukan pembatasan sosial, karantina hingga lockdown di negara
masing-masing. Pembatasan tersebut menghambat kegiatan perekonomian, tidak terlepas pula
Indonesia. Upaya pembatasan yang dilakukan oleh masing-masing negara terutama Indonesia
membuat masyarakat dituntut untuk dapat bertahan dan beradaptasi dengan menerapkan
kebiasaan baru.
Penerapan kebiasaan baru di masyarakat tidak jarang menyebabkan banyaknya
perusahaan-perusahaan yang sulit beroperasi yang mengakibatkan operasional perusahaan
menjadi terhambat dan menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan
usahanya seperti biasa namun beban yang ditanggung oleh perusahaanperusahaan tersebut
masihlah sama bahkan tidak jarang cenderung bertambah. Salah satu masalah yang terjadi pada
operasional perusahaan ialah perusahaan tersebut tidak bisa menjalankan usahanya seperti
sediakala karena terbentur oleh aturan baru pembatasan social sehingga perusahaan harus
membatasi waktu dan jumlah orang yang dapat masuk kantor seperti biasa atau tidak sedikit
karyawan perusahaan tersebut ada yang harus bekerja dari rumah yang mana kegiatan bekerja
dari rumah atau juga yang kini disebut juga work from home (WFH). Sedangkan WFH ini sendiri
salah satu yang dinilai merugikan perusahaan karena tidak jarang dapat menurunkan kualitas
kerja karyawan perusahaan tersebut sehingga membuat perusahaanpun semakin mengalami
kerugian. Aset perusahaan pun ikut berdampak kerugian yang mana sejumlah aset yang
cenderung berbentuk instrument investasi mengalami penurunan nilai. Hal tersebut semakin
membuat kompleksnya permasalahan yang dihadapi suatu perusahaan dalam berjuang bertahan
dikondisi pandemi seperti sekarang ini.
Di samping itu kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga juga turut menjadi perhatian
akibat kondisi pandemi ini. Banyak perusahaan yang kesulitan untuk melaksanakan
kewajibannya kepada pihak ketiga salah satunya terkait pembayaran utang. Perusahaan yang
menghadapi kondisi ekonomi dimasa pandemi ini pun tidak jarang tidak memiliki uang tunai
yang cukup untuk membayar utang kepada pihak ketiga sehingga kesulitan juga untuk mengatur
cashflow untuk terus menjalankan bisnisnya. Kepentingan dari pihak ketiga ini memiliki atensi
tersendiri dalam hubungan kerjasama atau kesepakatan dari pihak perusahaan dengan pihak
ketiga tersebut.
Hak yang dimiliki oleh pihak ketiga merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh
perusahaan karena telah terdapat akad atau kesepakatan kerjasama yang mana harus dipenuhi
unsur hak dan kewajiban oleh para pihak. Dalam hal ini kewajiban pembayaran utang oleh
perusahaan harus diselesaikan dengan usaha terbaik dikarenakan dalam masa seperti ini pun
pihak ketiga memiliki tagihan yang pastinya juga memerlukan dana tunai untuk kebutuhannya
pihak ketiga tersebut juga.
Pihak ketiga selaku kreditor yang memiliki piutang pastinya juga memerlukan dana
sehingga dimasa pandemi seperti sekarang ini bukan menjadi alasan bagi perusahaan selaku
debitor untuk tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan sejumlah utang yang dimaksud.
Debitor tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor sebagai itikad baik
terhadap hubungan hukum yang dimaksud. Dimana pemberian kredit oleh kreditor kepada
debitor dilakukan karena adanya rasa percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjamannya
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itu pada waktunya.1 Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa kreditor dalam memberikan
kredit kepada debitor dengan rasa kepercayaan yang mana bahasa lain dari kredit ialah credere,
hal tersebut mensiratkan tanpa adanya rasa percaya kreditor kepada debitor hampir tidak
mungkin terjadi adanya pemberian kredit oleh kreditor.
Dalam hal debitor terindikasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar
utang kepada kreditor maka kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU). Namun harus diperhatikan bahwa pengajuan PKPU dapat
dilakukan apabila memenuhi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 222 UU Kepailitan tersebut
menyebutkan bahwa apabila debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau debitor yang
tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang
sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka dapat dilakukan permohonan PKPU dengan maksud
untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruhnya kepada kreditor.
Upaya tercepat yang dapat dilakukan untuk memaksa debitor untuk membayar adalah
dengan mengajukan PKPU. PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara
debitor dengan kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami
insolven dari kepailitan.2
Jika kita melihat dalam hal terjadinya permohonan PKPU terdapat peristiwa wanprestasi
dimana debitor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam pembayaran kredit yang
diberikan oleh kreditor akan tetapi debitor memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh
atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai. PKPU sendiri membuka ruang bernafas bagi
perusahaan yang kesulitan keuangan selama pandemi untuk menguatkan stabilitas keuangan
perusahaan dengan mengutamakan restrukturisasi.
Pengajuan PKPU ini ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang mana salah satu fungsi
dan tugas dari Pengadilan Niaga yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan pailit dan
penundaan kewajiban pembayaran utang.3 Kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada
pengadilan dan melalui proses PKPU sesuai undang-undang hingga tahap rencana perdamaian
(prodam) yang mana rencana perdamaian ini juga harus disepakati oleh pihak kreditor dan
debitor melalui rapat kreditor.
Rapat kreditor sendiri bertujuan untuk mempertimbangkan dan menyusun rancangan
rencana perdamaian yang dibuat oleh debitur dengan mencari titik temu antara kemampuan
bayar debitor dengan tagihan kreditor. Apabila rencana perdamaian ini diterima oleh pengadilan
maka nantinya akan disahkannya rencana perdamaian tersebut oleh pengadilan niaga atau sering
dikenal juga di Homologasi. Rencana perdamaian yang dihomologasi nantinya berupa putusan
dari pengadilan sehingga apabila rencana perdamaian tersebut tidak memperoleh pengesahan
dari pengadilan niaga maka rencana perdamaian tersebut tidak berlaku secara hukum. Setelah
proposal perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga maka proposal perdamaian berlaku sebagai
Perjanjian Perdamaian serta mengikat bagi debitor PKPU dan seluruh kreditor PKPU dan
PKPU Tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut memperoleh
kekuatan hukum tetap.4

1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:Memahami Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang
kepailitan, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2012), hal. 3.
2 Ibid, hal. 328.
3 Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal. 180.
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.
37 Tahun 2004, LN 8, TLN 4443, Pasal 286.
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Di sisi lain setelah rencana perdamaian di homologasi, kemungkinan timbulnya utang
baru debitor dapat saja terjadi. Hal ini disebabkan dalam suatu proses PKPU sudah mencapai
perdamaian, dimana jumlah utang yang sudah dicocokkan dan sudah mengikat, hubungan antara
debitor dan kreditor masih berlangsung karena kegiatan usaha debitor telah kembali dalam
keadaan normal. Kreditor tetap melakukan kegiatannya yaitu dengan melaksanakan prestasinya
terhadap debitor atas kontrak yang masih berlangsung antara debitor dan kreditor pasca PKPU
yang dialami oleh debitor. Dalam perjalanan debitor menjalankan usahanya kembali seperti
keadaan normal setelah putusan PKPU tetap maka dengan ini lahir hak yangtimbul berdasarkan
aktivitas baru setelah putusan homologasi PKPU yang menjadi piutang baru bagi kreditor
tersebut terhadap debitor sehingga timbulnya utang baru dapat saja terjadi. Menurut UU
Kepailitan dimungkinkan bagi debitor untuk memperoleh utang baru yang debitor pun dapat
dimungkinkan mengusahakan pinjamanan dari pihak ketiga.5
Timbulnya utang baru setelah homologasi tersebut tidak jarang menimbulkan masalah
baru bagi debitor untuk menyelesaikan pembayaran kredit kepada kreditor. Hingga akhirnya
debitor dihadapkan oleh kondisi tidak mampu bayar dan utangnya sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih. Jika memang utang tersebut telah jatuh tempo dan akhirnya memenuhi ketentuan Pasal
222 UU Kepailitan, maka utang tersebut tidaklah terikat dalam perjanjian perdamaian, melainkan
suatu utang baru yang harus dibayar.
Timbulnya utang baru yang harus dibayar tersebut jika dikaitkan dan memenuhi
unsurunsur Pasal 222 UU Kepailitan maka dimungkinkan berada di posisi yang dapat di PKPU
kan kembali. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kepastian hukum terhadap utang
baru yang timbul setelah homologasi dan kepastian bagi kreditor terhadap penyelesaian
piutangnya. Mengingat utang baru yang timbul tersebut juga memiliki kewajiban untuk di
selesaikan kewajiban pembayarannya oleh debitor kepada kreditor.
Berdasarkan uraian diatas, Penulis kemudian terdorong untuk meneliti lebih jauh terkait
status utang baru debitor yang timbul setelah adanya rencana perdamaian yang di homologasi
dan kepastian hukum bagi kreditor terhadap piutang yang dimilikinya atas suatu prestasi yang
menjadi hak dari kreditor. Oleh karenanya, artikel ini akan memfokuskan pembahasan mengenai
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan untuk kedua kalinya setelah
tercapainya Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga,
status hukum dan keberlakuan utang harta debitor dalam proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap adanya utang baru yang timbul setelah dilakukan homologasi, dan
proposal perdamaian yang telah dihomologasi dapat menyebabkan tidak diakuinya utang baru
yang lahir setelah putusan pkpu serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor.
II. PEMBAHASAN
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Diajukan Untuk Kedua Kalinya Setelah
Tercapainya Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan (Homologasi) Oleh
Pengadilan Niaga.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penangguhan pembayaran yang dapat
diartikan sebagai pengunduran waktu pembayaran utang-utangnya atas persetujuan pengadilan,
mempunyai tujuan untuk mencegah seorang debitor yang karena apapun berada dalam
kesukaran atau kekurangan dana dan kesulitan memperoleh kredit, dinyatakan pailit yang
berakibat harta kekayaannya dilikuidasi dan perusahaannya terpaksa berhenti melakukan
kegiatan, sedangkan sebenarnya perusahaan tersebut masih dapat dikelola.6
Sjahdeini, Hukum Kepailitan, hal. 385.
Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia:Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang,
(Malang:Setara Press, 2012), hal. 180.
5
6
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Pada prinsipnya mengajukan permohonan PKPU dapat saja dilakukan selama
memenuhi unsur-unsur ketentuan perundang-undangan, yang dimana dalam pasal 222 UU
Kepailitan menyebutkan:
(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1
(satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban
pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang
sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan
kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan tersebut PKPU dapat diajukan terhadap debitor
yang memiliki lebih dari satu kreditor yang dapat diajukan sendiri oleh debitor maupun diajukan
oleh Kreditor. Kemudian, esensi dari ayat (2) dan (3) adalah untuk mengatur saat adanya
kemungkinan seorang debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya untuk diberi
kesempatan mengajukan PKPU yang bertujuan untuk mencapai suatu perdamaian. Selain Pasal
222 UU Kepailitan tersebut pertimbangan lainnya dapat kita lihat pada Bagian B Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, yang berbunyi:
“1.2.2.
Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan
Koperasi
a. ..
j. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah

satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

o. ..”
“5.1.2.

Pertimbangan Hukum
a. Pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan PKPU:
a) Terdapat fakta suatu keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:
i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan ditagih;
iii. Utang diakui; atau
iv. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.”
Berdasarkan ketentuan-ketentuan norma di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama adanya:
(i) 2 (dua) utang dari 2 (dua) atau lebih Kreditor; (ii) salah satu utang tersebut telah jatuh waktu
dan dapat ditagih; (iii) utang tersebut diakui dan; (iv) dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka
sudah secara sederhana Pasal 222 UU Kepailitan telah terpenuhi dan terbukti sehingga sudah
semestinya keadaan tersebut melahirkan status PKPU bagi Debitor. Sehingga permohonan
PKPU berulang kali bukan menjadi suatu permasalahan yang berarti mengenai dua atau lebih
pengajuan PKPU nya akan tetapi yang dapat diperhatikan ialah apakah PKPU tersebut telah
mencapai perdamaian atau homologasi. Homologasi adalah rencana perdamaian yang telah
diterima, disetujui dan disahkan oleh pengadilan, yang mengikat semua kreditor kecuali kreditor
yang tidak menyetujui rencana perdamaian.7
7

Indonesia, op.cit., Pasal 286.
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Setelah suatu proses PKPU mencapai perdamaian, atau proposal perdamaian yang
diajukan debitor telah dihomologasikan, maka debitor sudah tidak lagi menjalankan PKPU. Hal
ini disebabkan oleh status PKPUnya telah berakhir karena tercapainya perdamaian. Oleh karena
itu, debitor harus dengan itikad baik menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan isi
perjanjian perdamaian. Berarti, setelah terjadi pengesahan perdamaian, debitor sama seperti
keadaan normal lagi. Jadi, ketika ada keadaan yang memberikan satu kondisi debitor bisa
diajukan PKPU atau pailit kembali, maka itu bisa dilakukan karena debitor tersebut sudah dalam
keadaan normal kembali (tidak lagi berstatus dalam PKPU atau Pailit).
Keadaan normal yang dimaksud adalah ketika debitor menjalankan lagi perusahaannya
setelah tidak lagi berstatus PKPU karena telah mencapai perdamaian. Sehingga dalam proses
PKPU atau Kepailitan tidaklah berlaku asas nebis in idem karena hal itu tidak ada kaitan nya
dengan perjanjian perdamaian yang sedang berjalan. Dengan demikian, apabila telah terjadi
keadaan normal setelah terjadinya PKPU, maka sangat dimungkinkan untuk suatu debitor
diajukan kembali permohonan PKPU untuk kedua kalinya ketika ada keadaan yang membuat
debitor bisa diajukan PKPU, yaitu kembali pada persyaratan PKPU yang diatur dalam Pasal 222
UU Kepailitan.
2. Status Hukum Dan Keberlakuan Utang Harta Debitor Dalam Proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Adanya Utang Baru Yang Timbul Setelah
Dilakukan Homologasi.
Keadaan yang membuat debitor dapat diajukan permohonan PKPU kembali, perlu
adanya atau lahirnya suatu utang yang baru setelah proses PKPU sebelumnya yang sudah
mencapai suatu perdamaian. Sehingga kita harus menelaah kembali penjelasan mengenai utang
dalam konteks PKPU dan Kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan
yaitu sebagai berikut :
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik
dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang
akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undangundang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”
Berdasarkan kutipan di atas, selama memenuhi ketentuan bahwa utang adalah kewajiban
yang dapat dinilai dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang timbul di kemudian hari
yang dalam perjanjian atau undang-undang dapat ditagih di muka pengadilan, maka itu adalah
utang. Sedangkan utang harta debitor itu diartikan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Kepailitan yaitu
sebagai berikut:
“Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka
uang sewa merupakan utang harta Debitor.”
Berdasarkan hal tersebut menurut hemat Penulis, utang harta debitor adalah Utang yang
memang secara Undang-Undang haknya di berikan keistimewaan, karena diterapkan kepada
utang yang sifatnya menunjang kegiatan usaha debitor. Dalam melaksanakan usahanya, debitor
tetap memiliki kewajiban yang masih terus berjalan yang merupakan utang harta debitor yang
masih ada. Oleh karena itu, utang harta debitor termasuk dalam pengertian utang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan sehingga dapat dijadikan sebagai syarat
diajukannya permohonan PKPU.
Selanjutnya, dalam proses PKPU, utang yang termuat dalam suatu tagihan harus memuat
biaya-biaya yang muncul hingga putusan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 (1) UU
Kepailitan yaitu sebagai berikut:
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“Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang.”
Sehingga, ketika kreditor mengajukan tagihan kepada pengurus maka sampai dengan cut off
tanggal putusan PKPU, itulah yang akan dilakukan pencatatan dan pencocokan oleh pengurus
terhadap buku debitor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 UU Kepailitan. Dalam hal suatu
proses PKPU sudah mencapai perdamaian, dimana jumlah utang yang sudah dicocokkan sudah
mengikat, hubungan antara debitor dan kreditor masih berlangsung karena kegiatan usaha
debitor telah kembali dalam keadaan normal. Kemudian, kreditor tetap melakukan kegiatannya
yaitu dengan melaksanakan prestasinya terhadap debitor atas kontrak yang masih berlangsung
antara debitor dan kreditor pasca PKPU yang dialami oleh debitor. Maka dengan ini lahir hak
yang timbul berdasarkan aktivitas baru setelah putusan homologasi PKPU yang menjadi piutang
baru bagi kreditor tersebut terhadap debitor. Jika memang utang tersebut telah jatuh tempo dan
akhirnya memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan, maka utang tersebut tidaklah terikat
dalam perjanjian perdamaian, melainkan suatu utang baru yang harus dibayar.

3. Pengakuan Utang Baru Dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditor.
Tercapainya perdamaian tidaklah lepas dari adanya hak suara dari kreditor. Hak suara
adalah hak yang melekat dari kreditor yang diberikan oleh Pasal 281 UU Kepailitan. Kreditor
yang merasa memiliki hak untuk mengajukan tagihan dan bisa membuktikan kepada pengurus
dalam proses verifikasi piutang, maka kreditor tersebut memiliki hak suara. Hak yang telah
terverifikasi tersebut menimbulkan hak untuk melakukan voting yang menentukan tercapai atau
tidaknya suatu perdamaian dalam suatu proses PKPU.
Utang yang terikat bagi debitor dan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
pengesahan rencana atau perjanjian perdamaian adalah utang yang telah diajukan sesuai dengan
batas waktu dan telah dilakukan kecocokan terhadap bukti. Jika utang tersebut sudah diakui dan
diumumkan sesuai Pasal 276 UU Kepailitan oleh Pengurus, maka utang tersebut terikat dalam
perjanjian perdamaian yang kemudian akan mengikat debitor dan kreditor apabila perjanjian
perdamaian tersebut dihomologasikan.
Perjanjian perdamaian harus dibuat secara rinci baik mencakupi permintaan debitor
untuk meminta pengurangan pokok pengurangan bunga atau pengurangan denda, maupun
perihal jangka waktu. Perjanjian Perdamaian tidak bisa bersifat asumtif, jika suatu utang tidak
terverifikasi maka hanya perjanjian perdamaian tersebut yang di sahkan oleh Majelis Hakim.
Sebagai contoh, dalam suatu proses PKPU, sebuah lembaga perbankan mengajukan tagihan
yang akan jatuh waktu di dalam proses putusan PKPU tersebut. Apabila di kemudian hari
terdapat kondisi baru dari debitor dalam PKPU atau pailit, maka tidak hanya utang yang
sebelumnya yang menjadi hak si lembaga perbankan, melainkan akan melahirkan lagi bunga yang
berjalan setelah proses PKPU yang sudah diputuskan dimana dapat dikategorikan sebagai utang
yang ada yang timbul setelah proses PKPU. Sehingga utang baru tidaklah terikat dengan
perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasikan.
Contoh lainnya, adalah adanya utang harta debitor yang lahir dari perjanjian
sewamenyewa antara debitor dan kreditor. Kontrak berakhir pada bulan Desember, namun di
tengah berjalannya kontrak pada bulan Mei debitor bersatus dalam PKPU yang akhirnya
mencapai perdamaian. Sehingga utang yang mengikat debitor dan kreditor adalah utang yang
lahir hingga bulan Mei. Akan tetapi, karena PKPU berujung pada perdamaian dan kembalinya
debitor dalam keadaan normal yaitu tetap menjalankan usahanya berdasarkan kontraknya
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dengan kreditor, maka terdapat prestasi yang dilaukan oleh kreditor kepada debitor. Prestasi
tersebut tentunya melahirkan utang yang harus dibayar oleh debitor yakni utang harta
debitor.Utang baru yang lahir tersebut tidaklah terikat pada perjanjian perdamaian yang telah
dihomologasikan sehingga utang tersebut haruslah dibayar. Dengan demikian, berdasarkan
ilustrasi contoh-contoh di atas dan jawaban pertanyaan ke-Satu dan ke-Dua, Proposal
perdamaian yang telah dihomologasikan tidak dapat mengakibatkan tidak diakuinya utang baru
yang lahir setelah pengesahan perjanjian perdamaian dan utang baru tersebut apabila memang
sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka memenuhi persyaratan PKPU yang diatur dalam
Pasal 222 Kepailitan.
III. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan. Apabila
ketika ada keadaan yang memberikan satu kondisi debitor bisa diajukan PKPU atau kembali
berdasarkan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dilakukan mengingat debitor
tersebut sudah dalam keadaan normal kembali (tidak lagi berstatus dalam PKPU atau Pailit).
Dalam hal utang telah telah jatuh tempo dan akhirnya memenuhi ketentuan Pasal 222
UU Kepailitan, maka utang tersebut tidaklah terikat dalam perjanjian perdamaian, melainkan
suatu utang baru yang harus dibayar. Akibat dari utang yang baru lahir tersebut yang tidak terikat
pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi sehingga utang tersebut haruslah dibayar,
maka Proposal perdamaian yang telah dihomologasikan tidak dapat mengakibatkan tidak
diakuinya utang baru yang lahir setelah pengesahan perjanjian perdamaian dan utang baru
tersebut apabila memang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka memenuhi persyaratan
PKPU yang diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan.
Dari analisa pembahasan ini, maka dapat memberikan saran. Pengadilan dalam melihat
atau menetapkan kondisi PKPU dan homologasi bagi debitor diharapkan tidak hanya melihat
dari satu sisi saja karena setelah dilakukan homologasi masih terbuka kemungkinan terdapat
munculnya utang baru debitor yang dapat mempengaruhi PKPU tersebut. Pemahaman utang
baru dan utang harta debitor harus lebih di perjelas batasan dan pengaturannya hal tersebut
dikarenakan utang baru bisa saja timbul setelah adanya perjanjian perdamaian atau homologasi.
3. Kepastian hukum bagi kreditor sebagai pemilik piutang dalam proses PKPU maupun Pailit
harus lebih dipertegas kembali mengingat piutang yang dimiliki kreditor merupakan hak yag
timbul dari kesepakatan tertulis berupa kontrak kerjasama antara debitor dan kreditor.
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